%
)
X
i
.

PEMERINTAH PROVIIISI S'ULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWEST SELATAN

NOMOR : .....0L. TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TEL EKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN :

- Merimbang

~ Mengingat

= H

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

hahwa  Perusahaan Daerah sebagai salah satu alat

"felengkapan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan

daya saing global seh ngga dapat berfungsi meningkatkan
PAD, serta turut membantu pemermtah datam menggerakkan
ekonomi kerakyatan, maka dipandang perlu  membentuk

Perusahaan Daerah Provinsi SuiaWesi_SeE_atan yang b'erge_rak

i bidang Pariwisata, Telekomunikast dan Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf &, - perlu  membentuk  Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Daerah . Pariwisata, Telekomunikasi  dan

perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang undang Norﬁor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daeran ngkat I Sulawesi Se[atan TengQgara
dan Daerah 'I“mgkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Neg_ara. Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang'Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

* Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi



8'..

‘Nomor 10, Tambahan Lémbaran Negara Nomor 2387)

Tengga"r_a dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara dan Daerah Tingkat I Sulawes Selatan Tenggara

menjadi  Undang-undang = (Lembaran Negara  Republik

Indonesia  Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon_esia Nomor 2687); |
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perdéahaan
Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 1962
Undang-undarg  Nomor 9 Tahun 1990 - tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind_onesi_a Nomor 3427);

Undang-urdang Nomor 1 Tahun 1995 | tentang
Perseroanr Terbatas_ (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Ncmor 3587);

-Undang-undang Nymor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopo!i- dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Renubiik Indonesia = Tahun 1999 Nomaor

33, Tamba_han'i_em'baran Negara Republik Indonesia Nomaor
3817); | -
Undang-undang ~ Nomor '8  Tahun 1999  tentang

Perlindungan  Konsumen  (L.embaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran .

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

 THw 1999 Nomor 10, Tambaha_n Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang
Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran- Negara Republik Incionesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahah Lembaran Negara Nomor
3448); '



Menetapkan

. U'ndang—undang Nomor 28 Tahun 1999
‘tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Adari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {(Lembaran Negara
Repubiik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10 Urwdang~unda.ng Nomor 36  Tahun 1999 i;ehtahg
Teleko nunikasi; _ ' ‘

11. Undang—undang Nomor 32 Tahun 2002‘ tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 4252); _ _

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25  Tahun 2000 tentang

'Kewenangan Pem_érintéh dan Kewénangan Provinsi sebagai
Daerah  Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia_NomOr 3952);

13. Keputusan Pre'si'de'n Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik |
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Bentuk

| Rancangan Undang-undang, = Rancangan Peraturan

- Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
‘ MEMUTUSKAN :
. P_ERATURAN'. DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

PARIWISATP, TELEKOMUNIKAST DAN PERHUBUNGAN PROVINSI

SULAWEST SELATAN,



 BAL I
KETENTJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dim.aksud dengan :

o

10,

11,

- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

' Penweflntah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom vang

lain sebagai Badan tksekutif Daerah.

Gubernur ada?ah Gubernur Sulawesi Selatan.

Dewan P'erwakilan _Rékyat Caerah yang‘selanjutnya disebut DPRD adalah
 Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. |
- Pariwisata, TelekomumkaS| ~dan  Perhubungan adalah Usaha - vang

' berhubungan dengan Parthsata Telekomumkaal dan Perhubungan Plovm5|

Sulawe5| Selatan,

Perusahaan Daerah adalah Perus_ahaan.. Daerah Pariwisata, Telekomunikasi
dan'Perhuburgan Provinsi Sulawesi Selatan.

: _Dlrek5| adalah Direksi- Perusahaan Daerab Par;w:sata Telekomunikasi dan

Perhubungan Provmsu Sulawesi Selatan.

- Badan Pengawas adalah Badan Per@awas Perusahaan Daerah Pariwisata,
- Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

' Karyawan ada!ah Karyawan yang bekerijz dan Cligaji oleh Perusahaan Daerah

Pariwisata, Telekomumka i dan Perhubungan sesuat Peraturan Perusahaan

Daerah Pariwisata, Teiekon‘-uhikasi dan Perhubungan Provinsi  Sulawesi

- Selatan.

Saham adalah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa yang disetor
sebagéi' modal Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan
Permbunqan Provinsi Suiawési Selatan.

Pemegmg Saham adalah warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang

i dmkan sesual Peraturan Perundanqan yanq ber!aku




g
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(3)

BAaB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan  Peraturan D.aerah. ini dibentuk Perusahaan Daerah Pariwisata,
Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan:

Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) dapat membentuk bebex'qpa- unit
usaha; | | _ ‘
Pembentukan unit-unit usaha tersebut ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Direksi

dengan persetujuan  Gubernur dan  terlebih  dahulu  mendapatkan

. pertimbangan dari Badan Pengawas;

(4)

Unit Usaha yang dimaksud pada ayat (3)_ adalah unit usaha yang dikelola oleh
perusahaan dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerah

dengan bekérjasarha dengan pihak lain dalam bentuk PT (Perseroan

. Terbatas) dan lain-lain kegiatan usaha yang berbadan hukum setelah terlebih

" dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 3

Sebutan Nama Perusahaan Daerah akan ditetaokan kemudian dengan Keputusan

Cubernur

~ Pasal 4

~ Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap

Perusahaan Daerah berlaku semua  peraturan perundang-undangan lainnva yang

tmak bertentangan denqan Asas Demokrasr Ekonomi yang merupakan ciri dari

sistim ekonomu bordawkan Pancasila.
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" BAB III |
* TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGST SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pertama

‘fempat Kedudukan

Pasal &

Perusahaan Daerah berkedudukan don berkantor pusat di ibu kota- Provinsi

Sulawesi Selatan.

Atas usul Direksi sete1ah 'mendapatkan' pertimbangan Badan Perngawas dan

- persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor-Cabang atau
_Perwak:!an diluar Provmsu Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi
Pasal 6 _

Tu;uan pembentukan Perusahaan Daerah vaitu

__.a._ Menyelenggarakan kegratan usaha- usaha, serta pengelolaan sarana dan

Jasa Kepar;wusataan Telekomumka5| dan Perhubungan.

b, Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian  kerakyatan  di
daerah.

c. Membenkan kontmbus1 hagi Pendapatan Ash Daerah,

“d. Mendorong pemngka*an daya sasng global,

e Mempergluas .bzdang usaha dalam bentuk kemitraan usaha de'ngan

D)

'Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi  dan
- Perusahaan  Swasta  Nasional atas persetujuan Gubemur setelah

mendapat perttmbangar Jar’ Badan Pengawas.

- of MenJadz penyeimbang dalam rqngka memenuhi kebutuhan rﬁasyarakat.

Fungsi - Perusahaan Daerah adaleh menyiapkan fasilitas, memasarkan dan-

- memberikan -peiay_anan'yang pengeibtaanny-a dilakukan secara prdfesiona[

~ atas dasar prinsip saling menguntungkan.



Bagian Ketiga

| Bidang Usaha dan-Pengembangamya |

Pasal 7

(1) Purusahaan Daerah ini berge'rak dalam bidang Pariwisata; Telékomunikasi dan
Perhubungan, dengan bidang usaha :

Bidang Uszha Pariwisata

1. Usaha Jasa Pariwisata, dapat berupa jenis-jenis usana

a.
D.
C.
d.

e.

f.

a.

Jasa hiro perjalanan wisata,

Jasa agen perijalanan wisata.

Jasa pramuwisata. _

Jasa Konvensi, perfalanan insentif dan pameran, termasuk
penyediaen sarana dan prasarana (‘onvent:on & Exhibition Centre.
Jasa Impresartat

Jasa konsultan pariwisata.

Jasa informasi pariwisata.

2. .Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat berupa :

a.
b

Pengusahaan obyek daya tarik wisata alam.

Pengusahaan obyek daya tarik wisata budaya.

' Pengusahaan obyek daya tarik wisata minat khusus,

3, Usaha Sarana Panwuata dapat berupa jenis- jems usaha

Penyednaan akomoddm

Penyediaan makan dan mmum, termasuk Restoran Terapung dan
Jasa Boga, '
Penyediaan Sarana Wisata Tirta.

Kawasan Pariwisata

Bidang Usaha Telekomunikasi dapat berupa :

a. Usaha Jaringan

b. JaéaTeiekmnuhikasi

-~ Jasa Konsultani Telekomunikasi.



(2)

(3)

R
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(6)

~ Bidang Usaha perhubungan dengan jenis usaha :

a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
h. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.
Jasa Konsultan Perhubungan.
d.  Usaha Angkutan Darat, Laut dan Udara.

e. Jasa Pengurusan Transportasi.

el

Jenis/bidang usaha dimaksud ayat (1) da'pat dikembangkan sesuai dengan

. _kebutuhan dan peraturan perundat g- undangan yang berlaku.

nas/Badang Usaha yang belum disebutkan pada ayat (1) dan ayat kZ), dan
juga belum diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang lain dapat dikelola

dengan terlebih dahulu mendapafkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB 1V
MODAL
Pasal 8

Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan sumbangan, termasuk
asset/kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga

dengan <etentuan “bahwa sebagian besar atau komposisi  modal disetor

- mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daeran.

Nilai nomiral Modal Dasar ditetapkan lebih tanj’ut dengan Keputusan
Gubernur. '

'Perusahaan Daerah _dépat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2)
pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta
pinjaman dari pihak lasin dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
DPRD.

Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor penuh

kedalam Kas Perumhaan Daerah secara bertahap sesuai dong’m kemampuan

pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya;

Saham-saham Perusahaan daerah nanya dapat dimiliki oleh Permerintah

~ Daergh, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yand didlirikan

berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku.



(7) Pemmdahan suatu saham btasa ken ad‘a pihak kqua diadakan r!umon

(8)

(1)

2)

pemyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang th?” yang
bersangkutan dan kepada pihak siapa saham jtu dipindahkan.
Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat

dilakukan setelsh mendapat pertimbangan- dari Badan Pengawas dengan
disetujui oleh Gubernur.

BAB V
PEMEGANG SAHAM
Pasal @

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun
selambat-lambatnya dalam bulan Pébruari Tahun berjalan, dan rapat umum
lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan. |

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan

surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan

' panqgllan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan

. diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.

(6)

(7

e Y

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham dan

| dapat dih'adiri'oleh pihak ketiga dengan undanqan Direksi jika dianggap perlu,

Dalem Rapat Umum Pem'ﬁgnng Saham tidak boleh diambil Keputusan

: mengenai pokok-pokok yang tldak tersebut dalam surat pangculan kecuali

a. Me_ngena: Tata Tertib;
b, Usul-usul Pemégang ‘Saham yany telah diajukan kepada Direksi selambat-
I'amb_atnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Rapat Umum Pemégang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila

- berhalangan digahti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.

Keputusan-keputusan dalam Rapét Umum Pemegang Saham diambil dengan
kata mufakat.
Jika terdapat sesuatu masalah tidak hisa dicopai kata mufakat, maka masalah

tersebut - diserahkan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham prioritas

- untuk diambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta

rapat.



(8)

(9)

)

)

(2)

(3)

(1)

(1)

)
(3)

“Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah

Pémegang Saham yang:telah menandatangani daftar hadir.
Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir pada Rapat Umum maka haknya
selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang .

ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB " VI
ORGANISAST DAN MANAJEMEN
Pasal 10

Perusahaan Daerah 'dipimpin oleh Direksi vang terdiri dari seorang Direktur

Utama dibantu oleh beberapa orang Direkiur sesuai kebutuhan yang

. bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.

Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur dan  Direktur
bertanggungjawab Kepada Direktur Utz ma.
Bilam_ana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah

sedrang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau vyang

ditunjuk oleh Direktur Utama,

Bagan - Struktur Organisasi dan uraian tugas Perusahaan Daerah akan

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 11

_Direk_t'ur'Utama mewakili Perusahaan di datam dan diluar Pengadilan.
Direktur Utama dapa_t menyerahkah kuasa mewakili tersebut pada ayat (1)

|<épada seorang ‘anggota  Direksi  yang dituniuk atau  kepada

* seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah baik sendiri maupun

“bhersama-sama atau kepada orang/Badan lain sesuai prosedur Hukum yang

berlaku,

Pasal 12

Direksi menentukan kebiisksanaan dalam memimpin Perusahaan.
Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan.

Direks atas'persetujuan.Badan PengaWas dapat meminjamkan uang atas

nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan

Pihak lain. -

11l



(4} Tata Tert|b dan cara men]alankan peker]aan dsda1am perusahaan antara
_anhggota. Dareksr diatur dalen suatu peraturan yang ditetapkan oieh Direksi

~ setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

e | | | Pasal 13
Direksi'dehgan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat bertindak untuk
hal-hal - ' ' _ |
a. Mengzkat Perusahaan sebagal jaminan pinjaman

b Memperoleh dana “pinjaman dengan menjamtnkan asset/kekayaan tetap
(benda -benda tak bergerak milik Perusahaan)

BAB VII

 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKSI

pasal 14

fl) D1rek91 Per *sahaan Daerah dlanqkat be:dasarkan syarat-syarat kemampuan
dan keah!lan di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui ujl kelayakan
| dan kepatutan (F.t and proper test) yang dliakukan oleihh Lembaga Independen '
_ yanq bertaraf Nar, onal sesua: peratumn perundang-undangan yang beriaku.
. '.(2 5yarat syarat Anagota Direksi : | '
a3, Warga Negara Republik Indones:a _
b, Memmk: keahlian di btdangnya serta .mempunyai akhlak dan moral yang
Copak I |
C. bcrlr mpat Unqgal (Mem; at kodudukan me,ahaan Daomh
- (__1.1' Tidak chpukenankan ncranqkap.]almtan Eksekutif lainnya atau jabatan’
.Iam yang berhubunaan dengan nengelolaan pe:uswhaan |
| :_ e Tldak diper boiehkan dari Peqawun Neger Sipil yang aktif;
| f. Tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;
Q. Terdiri ‘dari orang- orang yang tidak pemah melakukan kcguatan yang
o mezugikan ﬂegara dan atau tindakan-tindakan yang tercela;

h. .'Mempunym pengaiarmn dalam pengeloiaan Perusahaan dan atau

"~ Pemer mtahan



" i Tidak boleh ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah

W

maupun karena semenda (karena perkawinan);

- j_.' “Tidak boleh mempunyai kepentingé_n pribadi _iahgsung pada Perusahaan

- Daerah.

Pasal 15

Pengangkatan Anggota Dlrek5| :

_a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubemur atas usul Badan Pengawas untuk

-_masa ]abatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 {satu) kali

masa Jabatan seteiah masa  jabatan tersebut berakhir jika yang
bersangkutan terplhh kembali. -

D. _Selaan Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan

~ dapat dlangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari

_j'abétén Difektur mer}_.'adi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh

" melebihi 65 (enam puluh lima) tahun'sejak saal diangkathya.

L Gaji . dan' penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Gubernur

(2)

_m

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebeium melaksanakan tugacnya Direksi. dllant:k dan disumpah. oten anbat

vang berwenang.

Pasal. 16

Anqtha Direksi berhenti atau dapat dibeﬂwentikan oleh Gubernur meskipun
masa }abatannya belum berakh:r karena

Memnggai Dunla

“ b.. 'Atas'permmtaan senditi;
< Meiakukan perbuatan‘ yang merugikan Peruséhaan Daerah;

~d. Kehilangan Kewarga Negaraan,

- e, Sesuatu hal yang menyebabkan dia ttdak dapat me!aksanakan tugasnya

| secara wajar;
f. - Berakhirnya masa Jabatan sebagai Direksi sebagai mana Pasal 14 huruf a
| dan b Peraturan Daerah ini; '
q. - P_ember_hentlan karena a_lasan ayat (1) huruf ¢ maka yang bersangkutan,
'p_emb'erl"'.éntiannya' déh’gan tidak hormat;

1. - Tidak dape ¢ memaijukan Perusahaan.



e

(3)

(4)

(5

Sebejum pemberhentlannya }farena alasan tersebut pada ayat (1) huruf ¢

dilakukan, anggota Direksi -yang bersanqkutan diberi kesempatan untuk
membe!a dirt dalam suatu sidang I\husus hal mana dilakukan dalam waktu
satu bulan setelah ‘anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara
tertulis tentang alasan pemberhentian ity.

Selama tersebut dalam ayat'(Z) pasal ini belum diputuskan maka Gubernur
atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi vang bersangkutan
dari tugasnya untuls semewtara waktu dan yka tersebut pada ayat (’1) huruf ¢
adalah Direktur Utama. mqka Gubernur atas usul Badan Pengavvac dapat
menunjuk salah seoramg Direksi  untuk  melaksanakan tugas jabatan
sementara tersebut sampai'dengan acianya Keputusan Gubernur untuk itu. .
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhem‘ian sementara dijatuhkan belum
ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka
pembe_rhentlan sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direks! yang
bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya. |
Bilamana Keputusan - pemberhentian yang dimaksud ayat (4) diatas
memerlukan Keputusan Pengadilan, maka harus diberitahukan kepada yang

bersa ngkutan

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal . 17

~ Syarat-syarat anggota Badan Pengawas

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik:

'-c. Terdiri dari orang-crang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang

merugikan kepentmgan negara dan atau tindakan-tindakan yang fercela;
d.. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak holeh
ada hubungan keluarga, balk |<'1|ena hubungan darah maupun karena

semenda (karena per kae\ inan).

(2)+ Badan Pengawas berdomisili di Wuayah Provinst Sulawesi Selatan.



Pdsai 18

Badan Pengawas “mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap
Perusahaan Daerah. -

Pasal 19

) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (fima) orang
dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang vang terdiri dari Ketua, Sekretaris. dan
Anggota Badan Pengawés’. _ _

(2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan
selama-lamanya 3 (tigas) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa

' jabatan. tersebut berakhir. '

{3) Ketua can Anggota Badan Pengawas menerima tuniangan vang !)esamya
dltetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan  perundang- undanﬁan yang
berlaku,

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan olelh Gubernur

- meskipun masa jabatannya belum berakhir karena -

©. a. Meninggal Dunia;

b, Atas permintaan sendiri;

- !‘vlelaku'kaﬁ perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan
 Negara;

d. - Kehilangan Kewarganegraan; | ,

| €. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat rneiaksanakan tugasnya secara

wajar;

Pasal 21

Sebelum Anqgota Badan Pengawas Perusahaan Daerah  menjalankan tugasnya,
terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantlkan dan pengambilan

sumpah o!eh Cubemur



a.

Pasal 22

Badan Pengawas datam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengena:

' rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan

laporan-laporan lainnya dari Direksi.
Mengikuti perkembangan ‘kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan

menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan secara tertulis” kepada

Gubernur mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
_ _Membe.rikén taporan tertulis kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan

~ Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperiukan mengenai perkembangan

Perusahaan Daerah dan nasi{ pelaksanaan tugasnya.

- Pasal 23

Dalem melaksanakan tugassebagéim'ana dihﬁaksud pada Pasal 21 Peraturan

Sa.

b.

‘Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan

Pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan
efesiensi Perusahaan;

Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-

" undangan yang berlaku;

Pemtsahan ‘tugas Badan Penqawas denqan tugas pengelolaan Perusahaan

Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam -me‘iaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunya

a.

ol

wewenang sebagal berikut - :

'Memerlkaa buku buku dan surat- Suaat serta dokumen-dokumen lainnya,

keadaan I\as (untuk keperluan  verifikasi) dan: memeriksa kekayaan

: Perusa haan Daera#

Meminta pen}‘elasan—peﬂje'asam dari Direksi mengenai segala persoalan yang
menyangkut pﬁngelolaan perusahaan; _
Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya denoan Jepengntanum Onek&

untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;

‘Menghadiri r‘apai Direksi dan membesikan pandangan-pandangan terhadap

~hal-hal yang dibicarakan.



Pasai 25

(1) Badan Pengawas mem adakan rapat sekuronq kurangnya 3 (tiga) bulan Jekali
dan sewaktu-waktu bila’ diperiukan, _
(2) Dalam rapat sebagaimana dimeksud pada ayat (1) pasal ini d!biccirakaw hal-
~ hal yang berhubungan derigan tugas pokok, fungsi dan hak serta
kewa}sbannya |

(5) Keputusan "apat Badan Pengawas diambil atas cdasar musyawarah 1ntuk

- mufakat.

BAB IX
PEMBINAAN.
Pasal 26

(1) . pembinaan terhadap Perusahaan Daerah ditakukan oleh Gubernur;
-2y Dalam peiaksawaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal .
, Gubernur d|bantu olen Sekretans Dae1ah Provinsi atau yang ditunjuk

-untuk itu.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN.
| | Pasa! 27 -

.(1) Semua Kawawan Perusuhaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tldak

dibebam tugas menwmpan yang, surat-surat berharga barang-barang

_ persedlaan yang karena tindakan — tmdakan mﬂlawan hukum atau karena

rneiaiakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara

tangsung atau tidak lanqsuna memmbulkan kerugian kepada Perusahaan
Daerah, duwa]ibkan mengganm keruqmn tersebut

(2) I<e_tentuan ketentuan tentang tuhtutan ganti rugi te:hadap Pegdwa;

'Demermtah. Daerah beriaku ‘sepenuhnya terhadap pegawal Perusanaan

Dwerah yang dalam peiaksanaannya diatur tersendiri oleh Dlr@kai



(3) Semua Surat Buktl dan Surat Iafnnya bagaimanapun sifatnya yanq te:masuk

3b!ianqan tata buku '- dmmutarasu Perusahaan Daerah Panmsata

- Telekomunikasi- dan Perhubungan  disimpan ditempat Per'us'a'haan Daerah

Pari\rvis_ata,' Teiékomunikasi dan Perhubungan atau di tempat lain yang

_ .- ditunjuk oleh Direktur.
S {(4) Unituk keperiuan pemenkqaan bei talian dengdn penetapan pa]ak ddﬂ kontrol

:--akuntan pa da umumnya surat buktl dan surat Iamnya termasuk pada aydt (3)

untuk samentara dapat dlp}ndahkan ke Kantor Akuntan Negara

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan

berdasarkan Tahun Takysin,.

S

BAB XIT
 ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 29

'_Séla;mb'at—iambatny_a'3' (tiga) bulan sebemm tahun buku mu.!ai berlaku maka
~ oleh D.-ire'kféi Perusahaah menqajukanfenc*ma kerja dan Anggaran Tahunan
untuk_diminta persetujuan dari Badan Pengawas dan selanjutnya dtetapkan
:oleh Gubernur. :
'..'Kecualt apab:!a Badcm Penqawas mengemukwkan keberatan atas ‘~’encana
' 'Kerj-a dan Anggaran sebeium_ masa tahun buku, maka anggaran yang -berlaku

-adalah tahun sebelumnya

Denqan perubahan atau pertambdhan anqqaran yang terjadi dalam. tahun

buku yang be:_sangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas

. dan ditetapkan oleh Gubernur. -



(1)

Pasal 30

Untuk. tlap t|ap tahun buku oieh Dweksx menyusun perh;tungan tahunan yang-

terdlrt dari neraca dan perhitungan rugi Iaba dan d1sampa|kan kepada Badan

- Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat- Iambatnya 3 (tiga)

~ bulan sesuclah tahun but. berakhir.

)
(3

: (47

(@)

\Cara peniialan pos neraca dan perhitungan harus disebutkan.
-3|ka dalam waktu 1 (sc:fu) bulan setelah yang teiah disebut pada ayat (1)
k pasal ini oleh Badan Pongawas txdaK dxa]ukan kebe:atan tertulis maka
perhttungan tahunan itu telah dianggap sah.

-Perhntungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur dan

pengesahan termasuk memben kewenangan kepada Direksi terhadap segala

sesuatu yang termuat kedalam perhitungan tahunan tersebut,

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
o | PaSai 31 |
Caddngan dnm atau rahas;a tidak boleh chaciai<an

Penggunaan  laba - bersih, setelah teriebih daﬁuiu dikurangl  dengan

~ penyusutan, pembagian pe_mégang saham biasa dan pemilik modal lainnya

. dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah . = 55 %

~ b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan - = 20 %
¢, Sosial & Pendidikan | - 59
~d. Jasa Produksi'. o | = 5%
e. Sumbangun Dana Pensiin = 5%

f D_‘xreksi_/Kar-yawah;’Bédan pengawas = 10 %

(3)

Pengguhaan 1aba untuk cadangan investasi sehagaimana dimaksud ayat (2)
huruf b Perattiran naerah ini bitamana telah tercapai tujuannya dapat

dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Direks atas persetujuan

: Bédan Pengawas.

f’“‘}ra mengurus dan mengg Jnakar dana penyusutan yand dimaksud pada
ayat (2) pasal ini dltentukan olen Gubemnur setelah mcnchpdt nertimbangan

clari Badan Pengawas.



{5) P_ehetapén pembagian laba bagi pemegang saham biasa -sébagaimana

dimaksud ayat { 2) pasal ini ditetapkan meltalui Rapat Pemegang Saham.

BAB X1V
KARYAWAN
~ . Pasal 32

'(1)_ Kedudukan Hukum Karyawan, gaji dan tun.jangan lainnya, -pensiun,

o pensiunan dari Direksi dan Karyawan Per'usahaan Daerah, diatur dengan
Keputuéan Gubernur dengah memperhatikan ketentuan dan pera_turan yang
_ _'berlakg._ B |

| (2) " Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah

| dengan persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas menurut ketantuan- -

ketentuan bo_kok kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini. ' '

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 33
"(.1) Dengan tidak mengurangi hak. pejabat yang berwenang dari Badan lain yang
"~ menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Berwenang
mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai
.  pengurusan Perusahaan Daerah oleh Gubernur dapat menunjuk Pejabat
Badan-.?engawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan
pengawasan atas pengurusan: dan pembinaaﬂ perusahiaan serta pertanggung
jawaban,- hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan Badan

~ Pengawas. | |

(2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas

pengurusan serta .pertanggungja\}vabannya.



(1)

BAB XVI
PEMBUBARAN/LUKUIDASI

P‘asa! 34

Pembubarar * Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

berdasarkan rekomendasi Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

 Semua. Karyawan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi diselesaikan

hak-haknya sesuai dengan peraturan pe'rundang-undangan yang berlaku.

Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Iwkuidasi dikermbalikan
_ kepada_'penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkah
hak dan kewajiban Pemagang Saham. |

‘Pertanggungjawaban  Likuicasi oleh Panitia  Likuidasi dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan memberikan nembebasan tanggung jawab tentang

pekeuaan yang telah diselesankan

'Daiam Likuidast, Pemegang Saham beftanggung}awab akan keruq;an yang

-didpnta atas pihak ketiga apabiia kerugian disebabakan oleh karena neraca

perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan

R Per_usahéan_ Daérah yahgzsebenamya.

BAR  XVII
KETENTUAN PENUTUP

pacal 35

Hal-hal yang bekum diatur dalam Peraturan Dae:ah ini akan ditetapkan kemudian

3dengan Keputu_,an Gubernur sepan]ang mengenai pelaksanaannya.

n



Pasal 36'

pPeraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya sefiap orang dapat -mengétahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal, 20 -~ 8 - 2863

GUBERNUR SULAWEST SELATAN,

Diundan_gkan di Makassar _
pada tanggal, 27 - 8 - 2003 -

SEXRETARS DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN, .

HOACTS NEl\T(;F. ALLOMBASANG

© (LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWEST SELATAN TAHUN .2003 NOMOR 8., )

2



] Pasal 9
' Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1) huruf ¢
Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan yang tercela adalah
tindakan yang mengakibatkan/menimbulkan  kerugian  bagi
Perusahaan Daerah yang berkaitan dengan perbuatan Pidana

Ayat (1) huruf e
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara
wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan seiama 3
bulan berturut turut.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Huruf e
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara
wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan selama 3
bulan berturut turut.

" Pasat 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

23




Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24 ,
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jeles

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukupjems

Pasal 29
Cukup Jelas

| Pasal 30
. _ Ayat (1)

Yang dimaksud. dengan cadangan diam atau rahasia adalah biaya
B ' ~yang *ak tersangka yang dikeluarkan.

¢ - Avat (2
T ' Pembanian laba bersih kepada masing-masing :-
A Direksi dan Badan Pengawas sebesar 2 %
- Karvawan sebesar _ 8 %

Pasai3l_
Cukup Jelas

Pcsasz
Cukup Jelas
Pasal 33 :
- Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Iﬂenﬁbeﬁkan pembebasan tanggungjawab . yang
L . . ~ dimaksudkan disini ialah kepada Panitia Likuidasi.

| | « Pasal 34 |
A ' Cukup Jelas

_ o - Pasal 35
e o Cukup Jelas .

. -1_"-_' - (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.. 218,

R—



